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Proposal Permohonan yang diajukan oleh Kepala sekolah Menengah Atas
(sMA) Islamiyah Pontianak nomor: il3518.01/sMA-Is/2015 taige l22
Juni 2015 perihal Mohon Perbaharui Ijin operasional SMA Islamiyah.

a. bahwa Permohonan sMA Islarniyarr pontianak tersebut di atas
diajukan sebagai penggantian persetujuhn pendirian da, izin
operasional ySs hi]arg sesuai dergm srrat Ketermgm Kehilangandd Kepolisian Nomor: srpLKB/I 402-cNn0l5-sek selian' tanggal 25Mei20l5;

b. bahwa dengan memperhatikan alasan pengajuan izin sekslah tersebut
sebagaimana yang dimohonkan oleh Sekolah tersebut pada,lnruf a di
atas;

c. bahwa Sekolah Fenyelenggara.me,ngajukan pumohonan tersebut
telah mementrhi persyaratatanl adminishasi rmtuk mend4pafkan
persetujuan pendirian sekolah;

d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c.di atas
dapat terlal<sana dengan baik dan tertib, perlu ditetapkan dengan
keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota pontianak;

1. undang-rmdang Nomor 27 tahwr 1959 tentong penetapan undang-
undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 1953 nomor
9) sebagaimana telah diubah dengan undang-tmdaug Nomor g rahrm
1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 5I, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 27 56);

2. undang-undang Nomor 20 Tatrun 2003 tentang sistem pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 78, Tambahan Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Nomor 4301); ''

3. undang-undang Nomor 32 Tahrm 2004 tentang pemerintah Da;h
(Lernbaran Negara Tahu 20M Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4,y'.37) seb4gaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2003 ( Lem6aran Negara-Tahun 2008
Nomor 59, Tarrbatran Lembaran NegeraNomor 48a$;

4, Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetaphn Undang-
rmdang Dmrat Nomor 3 tatnm 1953 te,ntmg Penrbentukm Daerah
Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahtm 1953 nonor
9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
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Izin sebagainurra dimaksud pada diklum KESATU diberikan sebagai
penggantian Izin operasional yang hilang dan mulai berlalrr sejak tanggal
ditetapkan keputusan ini.
Sekolatr yang diberi izin dimaksud pada dikhm KESATU kepu,tusan ini
tidak akan membebani Pemerintah Kota Pontianak.
Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin operasional
tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana
dimaksud diktum KESATU keputusan ini, maka izin operasional
dimaksud akan ditiqiau ulang.
Kbputusan ini mulai berlaku sebagaimana tanggal dengan
ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatu dalam kepunrsan ini
akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak
padatanggal /, l* Zarc

fembusan: disampaikan kepada Yth :

l. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Kerndikb.ud di Jakarta
4. Inspektur Jendral Kemdikbud di Jakarta
S.rKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
6. Ketua DPRD Kota Pontianak
7 . Kepala Inspektorat Kota Pontianak
8. Sekolah yang bersangkutan
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